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GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Tanjung Selor, 06 Mei 2019

Kepada
Nomor : 522/497.5/DISHUT/GUB Yth. Bupati / Walikota se Provinsi
Lamp. : 1 (satu) berkas Kalimantan Utara
Perihal : Potensi Kerawanan Kebakaran di -
Hutan dan Lahan Tinggi Tempat.

Tahun 2019

Menindaklanjuti surat Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Republik

Indonesia Nomor : S.214/MENLHK/PPI/REN.0/4/2019 tanggal 11 April 2019
perihal sebagaimana yang tercantum pada pokok surat diatas dan memperhatikan
Radiogram Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Gubernur, Bupati dan
Walikota di seluruh Indonesia tanggal 1 Maret 2019 tentang Antisipasi dan
kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, dengan ini diinformasikan
hal-hal sebagai berikut :

L

Analisis dan prediksi El Nino oleh BMKG bahwa pada bulan Maret 2019 merupakan El
Nino lemah dan pada bulan April — September 2019 diprediksi akan terjadi El Nino
moderat. El Nino akan menyebabkan musim kemarau semakin kering sehingga
kebakaran hutan dan lahan akan semakin mudah terjadi.

. Untuk saat ini berdasarkan Data dan Informasi kejadian kebakaran hutan dan lahan tahuj

2015-2018, Provinsi Kalimantan Utara termasuk dalam 17 (tujuh belas) provinsi
yang paling tinggi kejadian kebakaran hutan dan lahannya.

. Berdasarkan hal tersebut diatas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

menetapkan 17 (tujuh belas) provinsi tersebut sebagai Provinsi dengan potensi
kerawanan kebakaran hutan dan lahan tinggi pada tahun 2019. Selanjutnya dalam
rangka antisipasi dan kesiapsiagaan karhutla tahun 2019, diminta Saudara
Bupati/Walikota untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut :

a. Daerah yang belum menetapkan siaga darurat dapat mempertimbangkan
untuk segera menetapkan siaga darurat dan ditindaklanjuti dengan penetapan
satgas dan pembentukan posko pengendalian karhutla mengacu pada inprs
No. 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Karhutla dan
peraturan/perundang-undangan terkait pengendalian karhutla dan Peraturan
Menteri LHK No 9 Tahun 2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan
Darurat Karhutla.

b. Mengintensifkan kegiatan pengendalian karhutla melalui penyuluhan,
sosialisasi, penyadartahuan, kampanye dan patroli intensif pada daerah
rawan karhutla dan mengaktifkan pengawasan terhadap indikasi kejadian
karhutla dan melakukan cek lapangan.



¢. Memastikan sarana dan prasarana penanganan karhutla dalam keadaan siap
pakai dan membuat sekat kanal di daerah bergambut dan membuat sumur bor
dan embung.

d. Menyiapkan anggaran untuk penanganan karhutla yang berasal dari APBD,
terkait pemanfaatan dana DBH-DR Tahun 2019 yang telah dialokasikan oleh
Kementerian Keuangan, masih menunggu arahan terbaru dari Menteri
Keuangan melalui revisi Peraturan Menteri Keuangan No 230 Tahun 2017
tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBH SDA Kehutanan dan
Reboisasi.

e. Agar dapat bekerja sama dengan stakeholder yang bergerak di bidang
kehutanan dan perkebunan dalam penanggulangan karhutla di wilayah
Saudara Bupati/Walikota.

4. Mengingat bahwa masalah kebakaran hutan dan lahan dipantau langsung oleh
Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia dan menjadi perhatian dunia
Internasional, khususnya pada tingkat regional Asia Tenggara, kiranya
Bupaty/Waiikota:

a. Dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dan melaporkan terjadinya
kebakaran hutan dan lahan serta potensi kekeringan diwilayah Saudara
kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mengacu dan sejalan kebijakan
vang dikeluarkan Pemerintah Pusat

b. Mendukung pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi pelaku pembakar
hutan dan lahan.

Mengingat besarnya dampak persoalan kebakaran hutan dan lahan kami
sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama dari Bupati/Walikota untuk segera
mengambil tindakan pencegahan sedini mungkin.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya yang baik, kami
ucapkan terima kasih.
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